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 The increasing intensity of international mobility has generated new challenges for 

immigration control, including the misuse of residence permits by foreign nationals. This 
study aims to analyze the misuse of residence permits by Chinese nationals within the 

jurisdiction of the Class I Immigration Office TPI North Jakarta and examine its 

implications for national resilience. The research employs a descriptive qualitative 

approach using document analysis of Immigration Administrative Action (Tindakan 

Administratif Keimigrasian/TAK) data from 2023 to 2025. The analysis was conducted 

through the categorization of violations, identification of violation patterns, and 
interpretation of findings using the perspectives of non-traditional security threats and 

securitization theory. The findings reveal that Chinese nationals constituted the largest 

group subjected to immigration administrative actions during the study period. The most 

prevalent violations involved the misuse of residence permits for economic activities and 

employment that were inconsistent with the purposes for which the permits had been 
granted. These findings indicate that residence permit misuse is not merely an 

administrative issue but also reflects vulnerabilities in migration governance that may 

affect the economic and social dimensions of national resilience. Therefore, 

strengthening risk-based immigration supervision and enhancing inter-agency 

coordination are essential strategies for addressing non-traditional threats arising from 
international mobility. 

Abstrak  

Meningkatnya intensitas mobilitas internasional telah menimbulkan tantangan baru bagi 

pengawasan keimigrasian, termasuk penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara 

Tiongkok di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara serta mengkaji 

implikasinya terhadap ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen terhadap data Tindakan Administratif 

Keimigrasian (TAK) tahun 2023 hingga 2025. Analisis dilakukan dengan mengategorikan 

jenis pelanggaran, mengidentifikasi pola pelanggaran, dan menafsirkan temuan 

menggunakan perspektif ancaman keamanan non-tradisional serta teori sekuritisasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa warga negara Tiongkok merupakan kelompok terbesar 
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yang dikenai tindakan administratif keimigrasian selama periode penelitian. Pelanggaran 

yang paling dominan berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal untuk kegiatan 

ekonomi dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal. Temuan 

ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal tidak hanya menjadi persoalan 

administratif, tetapi juga mencerminkan kerentanan tata kelola migrasi yang dapat 

memengaruhi dimensi ekonomi dan sosial ketahanan nasional. Oleh karena itu, 

penguatan pengawasan keimigrasian berbasis risiko dan peningkatan koordinasi 

antarinstansi menjadi strategi penting dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang 

muncul akibat mobilitas internasional. 
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Pendahuluan 
Mobilitas manusia lintas negara merupakan salah satu konsekuensi utama globalisasi yang 

ditandai dengan meningkatnya arus perdagangan, investasi, dan konektivitas antarnegara. 

Perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi telah mempercepat perpindahan orang, barang, 

dan jasa sehingga mendorong meningkatnya interaksi lintas batas negara dalam berbagai bidang 

kehidupan (Castles et al., 2020). Dalam konteks tersebut, negara dihadapkan pada tantangan untuk 

mengelola mobilitas internasional secara efektif agar dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus 

meminimalkan berbagai risiko yang ditimbulkan. Di tengah meningkatnya mobilitas internasional 

tersebut, fungsi keimigrasian menjadi semakin strategis karena tidak hanya berkaitan dengan pelayanan 

lalu lintas orang, tetapi juga berperan sebagai instrumen negara dalam menjaga kedaulatan, keamanan, 

dan ketertiban umum. Hollifield (2004) menjelaskan bahwa negara modern menghadapi dilema antara 

kebutuhan untuk membuka diri terhadap mobilitas global dan kewajiban menjaga kontrol terhadap 

pergerakan manusia yang masuk ke wilayahnya. Oleh karena itu, sistem keimigrasian tidak hanya 

berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yang menentukan 

legalitas keberadaan dan aktivitas orang asing di suatu negara. 

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan mobilitas internasional adalah terjadinya 

penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing (WNA). Organisasi untuk Kerja Sama dan 

Pembangunan Ekonomi (OECD, 2023) menjelaskan bahwa berbagai negara menghadapi persoalan 

yang serupa, yaitu penggunaan visa atau izin tinggal yang tidak sesuai dengan tujuan kedatangan yang 

tercantum dalam dokumen keimigrasian. Fenomena tersebut dapat berupa penggunaan visa kunjungan 

untuk bekerja, menjalankan aktivitas bisnis yang tidak sesuai izin, maupun kegiatan lain yang melanggar 

ketentuan keimigrasian negara tujuan. Dalam konteks Indonesia, pengawasan terhadap keberadaan dan 

aktivitas orang asing merupakan salah satu fungsi utama keimigrasian sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Regulasi tersebut menegaskan bahwa 

setiap orang asing wajib melakukan kegiatan sesuai dengan izin tinggal yang diberikan oleh negara. 
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Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal masih menjadi 

salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian yang sering ditemukan dalam praktik pengawasan orang 

asing di Indonesia (Jazuli, 2018; Muharam et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

peningkatan mobilitas internasional tidak selalu diikuti oleh tingkat kepatuhan yang memadai terhadap 

regulasi keimigrasian. 

Jakarta Utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan relatif tinggi 

terhadap pelanggaran keimigrasian karena karakteristiknya sebagai kawasan perdagangan internasional, 

pelabuhan, industri, dan logistik. Keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan terbesar di 

Indonesia menjadikan wilayah ini sebagai salah satu simpul utama aktivitas ekonomi nasional yang 

terhubung langsung dengan jaringan perdagangan global (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2025). Aktivitas 

ekonomi yang tinggi tersebut mendorong meningkatnya interaksi dengan warga negara asing, baik 

sebagai investor, tenaga kerja, pelaku usaha, maupun pihak yang terlibat dalam rantai pasok 

internasional. Posisi strategis Jakarta Utara menjadikan wilayah ini sebagai salah satu fokus pengawasan 

keimigrasian. Berdasarkan data Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Kantor Imigrasi Kelas I 

TPI Jakarta Utara selama periode 2023–2025, pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan izin 

tinggal masih ditemukan secara berulang. Data tersebut juga menunjukkan bahwa warga negara 

Tiongkok merupakan salah satu kelompok WNA yang paling dominan dalam tindakan administratif 

yang dijatuhkan akibat pelanggaran keimigrasian. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa 

penyalahgunaan izin tinggal bukan merupakan fenomena yang bersifat insidental, melainkan pola 

pelanggaran yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari perspektif kebijakan dan keamanan nasional. 

Perspektif keamanan kontemporer menunjukkan bahwa berbagai persoalan yang sebelumnya 

dipandang sebagai masalah administratif dapat berkembang menjadi isu keamanan ketika memiliki 

dampak terhadap stabilitas negara. Caballero-Anthony (2016) menjelaskan bahwa ancaman non-

tradisional tidak hanya berasal dari konflik bersenjata, tetapi juga dapat muncul dari fenomena migrasi, 

kejahatan lintas negara, ketidakstabilan ekonomi, maupun persoalan tata kelola pemerintahan. Dalam 

konteks tersebut, penyalahgunaan izin tinggal dapat dipahami sebagai bagian dari ancaman non-

tradisional karena berkaitan dengan kemampuan negara dalam mengendalikan mobilitas orang asing 

dan menegakkan aturan yang berlaku. Pandangan tersebut sejalan dengan teori sekuritisasi yang 

dikemukakan oleh Buzan, Wæver, dan de Wilde (1998), yang menjelaskan bahwa suatu isu dapat 

dipandang sebagai ancaman keamanan apabila dianggap memiliki potensi mengganggu 

keberlangsungan sistem yang dilindungi oleh negara. Dalam konteks keimigrasian, pelanggaran izin 

tinggal yang terjadi secara berulang berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap sistem pengawasan 

negara, mengurangi efektivitas pengendalian mobilitas orang asing, dan memunculkan persepsi bahwa 

negara tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola lalu lintas manusia lintas batas. 

Dari perspektif ketahanan nasional, penyalahgunaan izin tinggal juga memiliki implikasi terhadap 

gatra ekonomi dan gatra sosial budaya. Pada dimensi ekonomi, keberadaan orang asing yang 

melakukan aktivitas tidak sesuai izin berpotensi menimbulkan distorsi terhadap mekanisme pasar 

tenaga kerja dan aktivitas ekonomi yang diatur oleh negara. Sementara itu, pada dimensi sosial budaya, 

pelanggaran yang dilakukan secara berulang dapat memunculkan sentimen negatif masyarakat terhadap 

kelompok tertentu serta berpotensi menimbulkan ketegangan sosial apabila tidak ditangani secara 

efektif (Lemhannas RI, 2012; Sunardi, 2004). Dengan demikian, isu penyalahgunaan izin tinggal tidak 

dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administrasi keimigrasian, tetapi juga sebagai persoalan 

ketahanan nasional. Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengawasan keimigrasian, 

kebijakan visa, dan keberadaan warga negara asing di Indonesia, sebagian besar penelitian masih 

berfokus pada aspek hukum, efektivitas regulasi, dan tata kelola migrasi (Jazuli, 2018; Syahroni et al., 
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2021). Kajian yang secara khusus memanfaatkan data penindakan keimigrasian untuk mengidentifikasi 

bentuk ancaman non-tradisional terhadap ketahanan nasional masih relatif terbatas. Selain itu, 

penelitian mengenai pola penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA asal Tiongkok berdasarkan data 

empiris penindakan keimigrasian di wilayah Jakarta Utara juga belum banyak dilakukan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penyalahgunaan 

izin tinggal oleh warga negara Tiongkok berdasarkan data Tindakan Administratif Keimigrasian Kantor 

Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara periode 2023–2025 serta mengkaji implikasinya terhadap ketahanan 

nasional Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

kajian ketahanan nasional di bidang keimigrasian sekaligus menjadi dasar dalam penguatan kebijakan 

pengawasan orang asing pada wilayah strategis nasional. 

 

Tinjauan Pustaka 
Perkembangan studi keamanan pasca-Perang Dingin telah mengubah cara pandang terhadap 

konsep ancaman yang sebelumnya didominasi oleh isu pertahanan dan konflik militer. Berbagai 

fenomena non-militer seperti migrasi internasional, kejahatan transnasional, perdagangan manusia, 

terorisme, pandemi, dan ketidakstabilan ekonomi kini dipandang sebagai bagian dari ancaman 

terhadap keamanan negara karena memiliki potensi mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, maupun 

politik (Buzan et al., 1998; Collins, 2022; Caballero-Anthony, 2016). Pergeseran paradigma tersebut 

melahirkan konsep ancaman non-tradisional (non-traditional security) yang menempatkan keamanan 

sebagai isu multidimensional yang tidak lagi terbatas pada perlindungan wilayah negara dari ancaman 

eksternal bersenjata. 

Menurut Caballero-Anthony (2016), ancaman non-tradisional merupakan ancaman yang 

umumnya bersifat transnasional, melibatkan aktor negara maupun non-negara, serta memiliki dampak 

langsung terhadap keamanan manusia dan stabilitas negara. Berbeda dengan ancaman militer yang 

relatif mudah diidentifikasi, ancaman non-tradisional sering kali muncul melalui aktivitas sosial, 

ekonomi, maupun mobilitas manusia yang pada awalnya tidak dipersepsikan sebagai ancaman 

keamanan. Acharya (2014) dan Triandafyllidou (2022) menjelaskan bahwa meningkatnya globalisasi 

dan keterhubungan antarnegara menyebabkan migrasi internasional menjadi salah satu isu yang 

semakin relevan dalam studi keamanan kontemporer karena melibatkan pergerakan manusia dalam 

skala besar yang sulit dikendalikan hanya melalui instrumen keamanan tradisional. 

Dalam konteks tersebut, mobilitas warga negara asing tidak selalu dipandang sebagai ancaman. 

Sebaliknya, migrasi internasional merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi global, 

investasi, dan transfer pengetahuan antarnegara (Castles et al., 2020). Namun demikian, migrasi yang 

tidak terkelola dengan baik dapat menciptakan berbagai kerentanan, seperti perdagangan manusia, 

eksploitasi tenaga kerja, penyelundupan migran, hingga penyalahgunaan sistem keimigrasian (Rudolph, 

2011; OECD, 2023; Triandafyllidou, 2022). Oleh karena itu, kemampuan negara dalam mengelola 

dan mengawasi keberadaan orang asing menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban nasional. 

Untuk memahami bagaimana suatu fenomena migrasi dapat berkembang menjadi isu keamanan, 

penelitian ini menggunakan Teori Sekuritisasi (Securitization Theory) yang dikembangkan oleh Buzan, 

Wæver, dan de Wilde (1998). Teori ini menjelaskan bahwa ancaman keamanan tidak selalu bersifat 

objektif, melainkan dapat dikonstruksikan melalui proses sosial dan politik ketika suatu isu 

dipersepsikan memiliki potensi mengganggu objek yang dianggap penting untuk dilindungi. Dalam 

perspektif ini, isu migrasi dan keberadaan orang asing dapat berubah menjadi isu keamanan apabila 
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dipandang mengancam stabilitas ekonomi, identitas sosial, ketertiban publik, maupun kapasitas negara 

dalam menjalankan fungsi pengawasannya (Huysmans, 2006; Bigo, 2002; Buzan et al., 1998). 

Buzan et al. (1998) mengidentifikasi lima sektor keamanan, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial, 

dan lingkungan. Penelitian ini menempatkan penyalahgunaan izin tinggal pada sektor ekonomi dan 

sosial. Pada sektor ekonomi, pelanggaran izin tinggal dapat menciptakan aktivitas ekonomi yang 

berlangsung di luar mekanisme regulasi negara, termasuk penggunaan tenaga kerja asing yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada sektor sosial, pelanggaran yang dilakukan 

secara berulang dapat memunculkan persepsi negatif masyarakat terhadap kelompok warga negara 

asing tertentu serta mengganggu kohesi sosial dalam masyarakat (Huysmans, 2006; Caballero-Anthony, 

2016). 

Penyalahgunaan izin tinggal sendiri merupakan salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian yang 

terjadi ketika warga negara asing melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan 

pemberian visa atau izin tinggal yang dimiliki. Bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa penggunaan 

visa kunjungan untuk bekerja, melakukan aktivitas usaha tanpa izin yang sesuai, manipulasi dokumen 

keimigrasian, maupun eksploitasi berbagai celah regulasi yang memungkinkan seseorang memperoleh 

akses tinggal secara tidak sah (Jazuli, 2018; OECD, 2023; Montgomery & Foldspang, 2005). Dalam 

praktik internasional, penyalahgunaan izin tinggal juga sering dikaitkan dengan aktivitas ekonomi ilegal, 

perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya 

(Rudolph, 2011; Confalonieri, 2010; Bin, 2025). 

Literatur menunjukkan bahwa dampak penyalahgunaan izin tinggal tidak hanya terbatas pada 

aspek administratif keimigrasian. Rudolph (2011) menjelaskan bahwa sistem imigrasi yang memiliki 

kelemahan pengawasan dapat dimanfaatkan oleh individu maupun kelompok untuk menghindari 

kontrol negara dan menjalankan aktivitas ilegal. Jain dan Sharma (2024) juga menunjukkan bahwa 

eksploitasi terhadap kebijakan keimigrasian dapat menciptakan risiko keamanan nasional karena 

memungkinkan individu memperoleh keuntungan hukum, ekonomi, maupun sosial melalui 

penyalahgunaan status keimigrasian. Sementara itu, Schultz (2025) menyoroti bahwa lemahnya 

pengawasan terhadap status tinggal dapat menciptakan kelompok dengan status hukum yang rentan 

dan sulit dikendalikan oleh negara. 

Pada aspek ekonomi, penyalahgunaan izin tinggal dapat menimbulkan distorsi pasar tenaga kerja 

karena memungkinkan aktivitas kerja dilakukan tanpa mengikuti mekanisme perizinan yang berlaku. 

Castles et al. (2020) menjelaskan bahwa migran dengan status keimigrasian yang tidak sesuai sering kali 

berada pada sektor ekonomi informal dan rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja. Kondisi tersebut 

tidak hanya merugikan pekerja yang bersangkutan, tetapi juga dapat menciptakan persaingan yang tidak 

seimbang dengan tenaga kerja lokal, menekan tingkat upah, serta mengurangi efektivitas pengawasan 

negara terhadap aktivitas ekonomi yang melibatkan warga negara asing (Leerkes, 2025; Bin, 2025; 

Pranitiaz et al., 2024). 

Selain berdampak pada aspek ekonomi, penyalahgunaan izin tinggal juga memiliki konsekuensi 

sosial yang tidak dapat diabaikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian 

yang dilakukan secara berulang dapat memunculkan persepsi negatif terhadap kelompok migran 

tertentu dan meningkatkan sensitivitas sosial di masyarakat (Leerkes, 2025; Schultz, 2025; Nurfara et 

al., 2024). Ketika masyarakat memandang bahwa negara tidak mampu mengendalikan keberadaan 

orang asing atau menegakkan aturan secara konsisten, tingkat kepercayaan terhadap institusi negara 

dapat mengalami penurunan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memicu ketegangan 

sosial dan memperlemah kohesi sosial dalam masyarakat.  



633 

IJSSH                         e-ISSN: 2985-6469  

Pelanggaran Izin Tinggal sebagai Ancaman Keamanan Non-Tradisional: Analisis Data Penegakan…. 

(Fadhilah et al. 2026) 

Dalam perspektif Indonesia, berbagai kerentanan tersebut berkaitan langsung dengan konsep 

ketahanan nasional. Ketahanan nasional dipahami sebagai kondisi dinamis bangsa yang mencerminkan 

kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman, 

tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari dalam maupun luar negeri (Lemhannas RI, 2012; 

Sunardi, 2004). Oleh karena itu, ancaman terhadap ketahanan nasional tidak hanya berasal dari konflik 

militer, tetapi juga dapat muncul dari berbagai fenomena non-tradisional yang memengaruhi stabilitas 

ekonomi, sosial, dan tata kelola negara. 

Berdasarkan perspektif ancaman non-tradisional dan teori sekuritisasi, penelitian ini memandang 

penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing sebagai indikator kerentanan ketahanan nasional 

pada dimensi ekonomi dan sosial. Dalam konteks Jakarta Utara, dominasi tindakan administratif 

keimigrasian terhadap WNA asal Tiongkok menunjukkan adanya pola pelanggaran yang perlu 

dianalisis lebih lanjut, tidak hanya sebagai persoalan kepatuhan terhadap hukum keimigrasian, tetapi 

juga sebagai fenomena yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan negara, stabilitas sosial 

ekonomi, dan ketahanan nasional secara lebih luas 

 

Metode 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen. 

Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada identifikasi pola penyalahgunaan izin tinggal oleh 

warga negara asing (WNA) serta implikasinya terhadap ketahanan nasional berdasarkan dokumen 

resmi penindakan keimigrasian. Analisis dokumen memungkinkan peneliti memahami fenomena 

sosial dan kebijakan melalui interpretasi sistematis terhadap dokumen yang dihasilkan oleh institusi 

pemerintah (Bowen, 2009). Data utama penelitian berasal dari dokumen Tindakan Administratif 

Keimigrasian (TAK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara periode 2023–2025. Pemilihan rentang 

waktu tiga tahun dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih stabil mengenai tren dan pola 

pelanggaran keimigrasian. Penggunaan data lintas waktu memungkinkan identifikasi konsistensi 

maupun perubahan karakteristik pelanggaran sehingga mengurangi bias yang mungkin muncul apabila 

analisis hanya dilakukan pada satu tahun pengamatan. Selain itu, periode tiga tahun dinilai memadai 

untuk menggambarkan dinamika terkini pengawasan orang asing di wilayah Jakarta Utara pasca Covid-

19. 

Data pendukung diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, dan 

literatur ilmiah yang relevan dengan pengawasan keimigrasian, migrasi internasional, dan ketahanan 

nasional. Seluruh data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan diklasifikasikan berdasarkan 

kewarganegaraan pelanggar, jenis pelanggaran, serta bentuk tindakan administratif yang diberikan. 

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) (Schreier, 

2012). Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi, identifikasi pola pelanggaran yang dominan, 

serta interpretasi temuan menggunakan perspektif ancaman non-tradisional dan teori sekuritisasi. 

Untuk meningkatkan validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan data 

TAK dengan regulasi keimigrasian, dokumen resmi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu yang 

relevan (Patton, 2015). 

 

Hasil dan Pembahasan 
Penelitian ini menganalisis dokumen Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang 

diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara selama periode 2023–2025. Analisis 

dilakukan untuk mengidentifikasi tren pelanggaran keimigrasian, karakteristik pelanggaran yang 

dilakukan oleh warga negara asing (WNA), serta posisi WNA asal Tiongkok dalam keseluruhan kasus 



634 

IJSSH                         e-ISSN: 2985-6469 

IJSSH   Vol. 4 No. 2, Juni 2026, pages: 628-640  

yang ditangani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah tindakan administratif 

mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir, penyalahgunaan izin tinggal masih menjadi salah satu 

bentuk pelanggaran yang dominan dan sebagian besar melibatkan WNA asal Tiongkok. 

Selama periode penelitian tercatat sebanyak 340 tindakan administratif keimigrasian yang 

dijatuhkan kepada WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi 

Jakarta Utara. Jumlah tersebut terdiri atas 168 kasus pada tahun 2023, 93 kasus pada tahun 2024, dan 

79 kasus pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan adanya tren penurunan jumlah tindakan 

administratif dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, keberadaan puluhan kasus yang masih 

ditemukan setiap tahun menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian menjadi isu yang memerlukan 

perhatian. 
 

Tabel 2. Jumlah Tindakan Administratif terhadap WNA Tiongkok Tahun 2023–2025 

Tahun Jumlah Kasus 

2023 92 

2024 47 

2025 35 

Total 174 

Sumber: Data TAK Kanim Jakarta Utara, 2026 (Diolah kembali) 

 

Selain WNA Tiongkok, data juga menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh warga 

negara lain seperti Nigeria, India, Vietnam, Pakistan, dan beberapa negara lainnya. Namun demikian, 

jumlah kasus yang melibatkan kelompok tersebut relatif lebih kecil dibandingkan WNA Tiongkok. 

Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian di wilayah Jakarta Utara tidak tersebar 

secara merata antar kewarganegaraan, melainkan terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Analisis lebih 

lanjut terhadap dokumen penindakan menunjukkan bahwa tidak seluruh pelanggaran yang ditemukan 

memiliki karakteristik yang sama. Sebagian pelanggaran berkaitan dengan aspek administratif 

sederhana, seperti keterlambatan pelaporan atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban keimigrasian. 

Namun demikian, sebagian besar kasus yang melibatkan WNA Tiongkok menunjukkan karakteristik 

penyalahgunaan izin tinggal, yaitu penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan aktivitas yang 

dilakukan di Indonesia. Dengan kata lain, pelanggaran yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan 

keberadaan orang asing di wilayah Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan ketidaksesuaian antara izin 

yang dimiliki dan kegiatan aktual yang dilakukan oleh WNA. 

Berdasarkan hasil klasifikasi dokumen, penyalahgunaan izin tinggal merupakan bentuk 

pelanggaran yang paling dominan dibandingkan jenis pelanggaran keimigrasian lainnya. Bentuk 

pelanggaran tersebut umumnya berkaitan dengan penggunaan izin kunjungan untuk melakukan 

aktivitas yang memiliki karakteristik pekerjaan atau kegiatan ekonomi tertentu. Selain itu, ditemukan 

pula aktivitas usaha dan keterlibatan dalam kegiatan industri yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian 

izin tinggal. 
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Tabel 3. Klasifikasi Umum Pelanggaran Keimigrasian 

No Jenis Pelanggaran Karakteristik Umum 

1 Penyalahgunaan izin tinggal Aktivitas tidak sesuai dengan izin yang dimiliki 

2 Overstay Tinggal melebihi masa berlaku izin 

3 Pelanggaran kewajiban pelaporan Tidak memenuhi kewajiban administrasi 

keimigrasian 

4 Pelanggaran administratif lainnya Pelanggaran teknis keimigrasian 

Sumber: Data TAK Kanim Jakarta Utara, 2026 (Diolah kembali) 

Secara khusus, dokumen penindakan terhadap WNA Tiongkok menunjukkan bahwa bentuk 

penyalahgunaan izin tinggal yang ditemukan sebagian besar berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan 

pekerjaan. Aktivitas tersebut meliputi keterlibatan dalam kegiatan industri, perdagangan, logistik, 

pengawasan pekerjaan, maupun aktivitas usaha lainnya yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang 

dimiliki. Karakteristik ini menjadi penting karena sebagian besar kasus ditemukan di wilayah yang 

memang memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi, khususnya kawasan industri, pergudangan, dan 

pelabuhan di Jakarta Utara. 
 

Tabel 4. Bentuk Penyalahgunaan Izin Tinggal yang Ditemukan dalam Dokumen TAK 

No Bentuk Penyalahgunaan Karakteristik Aktivitas 

1 Bekerja tidak sesuai izin tinggal Melakukan aktivitas pekerjaan 

menggunakan izin kunjungan 

2 Aktivitas usaha tanpa izin yang sesuai Terlibat dalam kegiatan bisnis atau 

perdagangan 

3 Kegiatan industri dan manufaktur Terlibat dalam operasional atau 

pengawasan kegiatan industri 

4 Aktivitas ekonomi lainnya Kegiatan komersial yang tidak sesuai 

tujuan pemberian izin 

Sumber: Data TAK Kanim Jakarta Utara, 2026 (Diolah kembali) 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, jumlah tindakan 

administratif keimigrasian di Jakarta Utara mengalami penurunan selama periode 2023–2025, namun 

pelanggaran keimigrasian masih terus ditemukan setiap tahun. Kedua, WNA asal Tiongkok 

merupakan kelompok kewarganegaraan yang paling dominan dikenai tindakan administratif 

keimigrasian dengan proporsi lebih dari separuh total kasus yang tercatat selama periode penelitian. 

Ketiga, penyalahgunaan izin tinggal merupakan bentuk pelanggaran yang paling menonjol, terutama 

yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. 

Temuan-temuan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana penyalahgunaan 
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izin tinggal dapat dipahami sebagai bentuk ancaman non-tradisional terhadap ketahanan nasional pada 

bagian pembahasan berikutnya. 

Bahasan utama berisi hasil dan pembahasan, ditulis dengan font Times New Roman 12. Hasil 

bukan merupakan data mentah, melainkan data yang sudah diolah/dianalisis dengan metode yang telah 

ditetapkan. Pembahasan adalah perbandingan hasil yang diperoleh dengan konsep/teori yang ada 

dalam tinjauan pustaka. Isi hasil dan pembahasan menckup pernyataan, tabel, gambar, diagram, grafik, 

sketsa, dan sebagainya. Penyalahgunaan izin tinggal dapat dipahami sebagai bentuk ancaman yang 

muncul melalui proses mobilitas manusia lintas negara. Caballero-Anthony (2016) menjelaskan bahwa 

ancaman non-tradisional memiliki karakteristik transnasional, melibatkan aktor non-negara, serta 

berdampak terhadap stabilitas sosial dan ekonomi tanpa menggunakan kekuatan militer secara 

langsung. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh 

WNA tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran administratif karena aktivitas tersebut terjadi 

dalam konteks mobilitas internasional, melibatkan jaringan ekonomi lintas negara, serta memiliki 

potensi memengaruhi tata kelola migrasi dan pasar tenaga kerja lokal. Dengan demikian, 

penyalahgunaan izin tinggal memenuhi karakteristik dasar ancaman non-tradisional sebagaimana 

dijelaskan dalam literatur keamanan kontemporer (Caballero-Anthony, 2016; Collins, 2022; Acharya, 

2014). 

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan 

penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh WNA. Dalam perspektif 

migrasi internasional, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pemberian izin 

tinggal dengan praktik aktual di lapangan. OECD (2023) dan Triandafyllidou (2022) menjelaskan 

bahwa salah satu tantangan utama dalam tata kelola migrasi modern adalah kemampuan negara 

memastikan bahwa mobilitas orang asing berlangsung sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. 

Ketika izin tinggal digunakan untuk tujuan yang berbeda dari yang diberikan oleh negara, maka fungsi 

regulasi dan kontrol yang melekat pada sistem keimigrasian menjadi berkurang efektivitasnya. Oleh 

karena itu, penyalahgunaan izin tinggal dapat dipandang sebagai indikator adanya kerentanan dalam 

sistem pengawasan orang asing. 

Perspektif tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut menggunakan Teori Sekuritisasi yang 

dikembangkan oleh Buzan, Wæver, dan de Wilde (1998). Menurut teori ini, suatu isu dapat berubah 

menjadi isu keamanan ketika dianggap memiliki potensi mengganggu objek yang dilindungi oleh 

negara. Dalam penelitian ini, objek yang dilindungi bukan semata-mata batas teritorial negara, 

melainkan stabilitas ekonomi, ketertiban sosial, dan efektivitas tata kelola migrasi. Penyalahgunaan izin 

tinggal tidak serta-merta menjadi ancaman karena jumlah pelanggar yang besar, tetapi karena praktik 

tersebut menunjukkan adanya celah yang memungkinkan aktivitas tertentu berlangsung di luar 

mekanisme kontrol negara. Dengan kata lain, ancaman yang muncul bukan berasal dari keberadaan 

WNA itu sendiri, melainkan dari ketidaksesuaian antara aktivitas yang dilakukan dengan sistem 

pengawasan yang dirancang oleh negara. 

Buzan et al. (1998) menjelaskan bahwa ancaman keamanan dapat muncul pada berbagai sektor, 

termasuk sektor ekonomi dan sosial. Dalam penelitian ini, dimensi ekonomi merupakan sektor yang 

paling terlihat. Sebagian besar pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan aktivitas ekonomi, 

pekerjaan, dan keterlibatan dalam kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal memiliki hubungan langsung dengan 

aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah Jakarta Utara sebagai kawasan industri, perdagangan, 

dan logistik. Temuan ini sejalan dengan pandangan Castles et al. (2020) yang menjelaskan bahwa 
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migrasi ekonomi yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi yang sulit 

diawasi oleh negara dan meningkatkan risiko eksploitasi maupun pelanggaran regulasi. 

Dari perspektif ketahanan ekonomi, penyalahgunaan izin tinggal berpotensi menimbulkan 

distorsi terhadap mekanisme pengendalian tenaga kerja asing yang telah dirancang oleh pemerintah. 

Sistem perizinan pada dasarnya berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan tenaga kerja asing 

dilakukan sesuai kebutuhan, kompetensi, dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketika aktivitas kerja 

dilakukan menggunakan izin yang tidak sesuai, maka negara kehilangan sebagian kemampuannya untuk 

memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi keberadaan tenaga kerja asing tersebut. Dalam jangka 

panjang, kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas kebijakan ketenagakerjaan, pengawasan investasi, 

dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Leerkes (2025) 

dan Bin (2025) yang menunjukkan bahwa pelanggaran status keimigrasian sering kali berkaitan dengan 

munculnya aktivitas ekonomi informal yang berada di luar mekanisme pengawasan negara. 

Selain dimensi ekonomi, hasil penelitian juga menunjukkan adanya implikasi terhadap dimensi 

sosial. Dominasi pelanggaran yang dilakukan oleh satu kelompok kewarganegaraan tertentu berpotensi 

memunculkan persepsi sosial tertentu di masyarakat. Dalam teori sekuritisasi, persepsi publik 

merupakan bagian penting dalam pembentukan suatu isu keamanan karena ancaman tidak hanya 

ditentukan oleh fakta objektif, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat memaknai suatu fenomena 

(Buzan et al., 1998; Huysmans, 2006). Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggaran keimigrasian terus 

terjadi dan melibatkan kelompok tertentu secara berulang, maka dapat muncul persepsi bahwa negara 

belum mampu mengendalikan keberadaan orang asing secara efektif. Kondisi tersebut berpotensi 

menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengawasan negara. 

Temuan ini memiliki relevansi yang kuat dengan konsep ketahanan nasional Indonesia. Dalam 

perspektif ketahanan nasional, ancaman tidak hanya berasal dari agresi militer, tetapi juga dari berbagai 

fenomena yang berpotensi mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara (Lemhannas RI, 

2012; Sunardi, 2004). Penyalahgunaan izin tinggal yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan 

adanya potensi gangguan terhadap gatra ekonomi dan gatra sosial budaya. Pada gatra ekonomi, 

gangguan muncul melalui aktivitas ekonomi yang berlangsung di luar mekanisme regulasi yang telah 

ditetapkan negara. Sementara pada gatra sosial budaya, gangguan muncul melalui potensi 

berkembangnya persepsi negatif, ketidakpercayaan publik, dan sensitivitas sosial terhadap keberadaan 

warga negara asing. 

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ancaman yang muncul masih 

berada pada level kerentanan (vulnerability) dan belum berkembang menjadi ancaman eksistensial 

terhadap negara. Hal ini terlihat dari tren penurunan jumlah tindakan administratif selama periode 

penelitian. Dengan demikian, temuan penelitian tidak menunjukkan bahwa keberadaan WNA 

Tiongkok merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional, melainkan menunjukkan bahwa pola 

penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh sebagian WNA menciptakan kerentanan yang perlu 

dikelola melalui penguatan sistem pengawasan keimigrasian. Perspektif ini penting untuk menjaga 

objektivitas penelitian sekaligus menghindari generalisasi terhadap kelompok kewarganegaraan 

tertentu. 

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan izin 

tinggal dapat dipahami sebagai bentuk ancaman non-tradisional terhadap ketahanan nasional karena 

memiliki karakteristik transnasional, berkaitan dengan mobilitas manusia lintas negara, dan berpotensi 

memengaruhi stabilitas ekonomi serta sosial. Temuan ini sekaligus memperluas kajian keamanan non-

tradisional dengan menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian tidak hanya merupakan persoalan 

hukum administratif, tetapi juga dapat menjadi indikator kerentanan tata kelola migrasi dan ketahanan 



638 

IJSSH                         e-ISSN: 2985-6469 

IJSSH   Vol. 4 No. 2, Juni 2026, pages: 628-640  

nasional pada tingkat lokal. Dalam konteks Jakarta Utara sebagai kawasan strategis ekonomi nasional, 

efektivitas pengawasan orang asing menjadi faktor penting dalam menjaga kemampuan negara untuk 

mengendalikan mobilitas internasional yang semakin kompleks. 

 

Kesimpulan 
Penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal merupakan bentuk pelanggaran 

keimigrasian yang dominan dalam penindakan terhadap warga negara asing di wilayah kerja Kantor 

Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara. Karakteristik pelanggaran yang ditemukan didominasi oleh 

penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, khususnya aktivitas ekonomi 

dan pekerjaan. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan pengawasan orang asing tidak hanya 

berkaitan dengan keberadaan warga negara asing di wilayah Indonesia, tetapi juga dengan kemampuan 

negara memastikan kepatuhan terhadap tujuan pemberian izin tinggal yang telah ditetapkan. 

Penyalahgunaan izin tinggal memiliki implikasi yang melampaui aspek administratif keimigrasian. 

Pelanggaran tersebut mencerminkan adanya kerentanan dalam tata kelola migrasi yang berpotensi 

memengaruhi efektivitas pengawasan negara, pengendalian aktivitas ekonomi yang melibatkan warga 

negara asing, serta kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan keimigrasian. Dalam konteks 

wilayah strategis seperti Jakarta Utara, penyalahgunaan izin tinggal berpotensi menimbulkan dampak 

yang lebih luas apabila tidak diantisipasi melalui mekanisme pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. 

Berdasarkan temuan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi perlu memperkuat model 

pengawasan orang asing berbasis risiko dengan memprioritaskan sektor usaha, lokasi, dan kelompok 

warga negara asing yang memiliki tingkat kerawanan pelanggaran lebih tinggi. Penguatan pengawasan 

tidak hanya dilakukan melalui operasi lapangan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui 

pemanfaatan teknologi informasi, analisis data keimigrasian, serta integrasi data dengan instansi terkait 

seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Investasi, pemerintah daerah, dan aparat penegak 

hukum. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi 

penyalahgunaan izin tinggal sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih kompleks. 

Selain penguatan pengawasan, upaya preventif perlu menjadi perhatian utama dalam pengelolaan 

keberadaan orang asing di Indonesia. Imigrasi perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada 

penjamin, perusahaan pengguna tenaga kerja asing, serta warga negara asing mengenai hak, kewajiban, 

dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan izin tinggal. Di samping itu, pengembangan sistem 

pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis intelijen keimigrasian perlu terus didorong agar pengawasan 

orang asing tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga mampu 

berfungsi sebagai instrumen pencegahan dalam menjaga ketertiban keimigrasian dan mendukung 

ketahanan nasional. 
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